
GUBERNUR  SUMATERA  BARAT 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 1 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2014 
TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG 

DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI TRAYEK ANTAR KOTA DALAM 
PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA BARAT  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Menimbang : a.  bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai 
penurunan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan 

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 2 K/12/MEM/2016 tentang Harga Jual Eceran 
Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan 

Bakar Minyak Khusus, perlu melakukan penyesuaian tarif 
angkutan penumpang umum kelas ekonomi dalam 
provinsi; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana

tercantum dalam huruf a, maka Peraturan Gubernur
Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas
Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum

Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di
Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015 perlu
diubah kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif

Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang
Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar

Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1646); 
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  2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2720); 
 

  3.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
  5.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 1965 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan 
Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
28); 
 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3530); 
 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermootor di Jalan dan 

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5346); 
 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5468); 
 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594); 
 

  11.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM. 44 Tahun 
1990 tentang Kebijaksanaan Tarif  Angkutan Penumpang 
dan Barang; 
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  12.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM. 70 Tahun 

1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di 
Jalan; 
 

  13.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM. 89 Tahun 
2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula 

Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan 
Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor KM 52 Tahun 2006; 
 

  14.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM. 35 Tahun 
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan 
dengan Kendaraan Umum; 

 
  15.  Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

 
  16.  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 

2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan 
Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Antar Kota Dalam 
Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 
Tahun 2012; 

 
  17.  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 

2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan 

Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi 
Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera 
Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 7 Tahun 2015; 
  

  18.  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 
Retribusi Izin Trayek; 

 
    

  MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PPERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2014 
TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH 
ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM 

KELAS EKONOMI TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

  
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang 
Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil 

Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Di Sumatera Barat, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2015, 

diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 2 

 
Tarif dasar angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi 
trayek antar kota dalam provinsi untuk Batas Atas sebesar Rp. 188,11/pnp-

km dan Batas Bawah sebesar Rp. 115,76/pnp-km dengan Biaya Pokok 
Angkutan sebesar Rp.  144,70/pnp-km. 

 
2. Ketentuan dalam lampiran mengenai Besaran Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif 

Jarak Batas Bawah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 
ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
Barat. 

 
Ditetapkan di Padang 
pada tanggal 14 Januari 2016  

 
Pj. GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

 
ttd 

 
REYDONNYZAR MOENEK 

 
Diundangkan di Padang 

pada tanggal 14 Januari 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH, 

 
ttd 

   
ALI ASMAR 

 

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1 
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